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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG 

DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN 

 

Oleh 

Clarisadian Retha 

 

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. 

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan 

menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan 

juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik 

sebelum,selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu: penelitian 

normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder,maka untuk memperoleh data adalah dengan studi pustaka. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penafsiran. 

Pengaturan perjanjian perkawinan,dapat dilihat antara lain di dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab V pasal 29 ayat 1 

sampai dengan ayat 4,Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab VII pasal 139 

sampai dengan pasal 154,Kompilasi Hukum Islam Bab VII pasal 45 sampai dengan 

pasal 52.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya 

disebutkan bahwa perjanjian perkawinan juga diatur di undang-undang ini. Dalam 

skripsi ini ada dua hal yang ingin diungkapkan oleh peneliti yaitu, mengenai Dasar 

Pertimbangan yang dipakai calon suami istri dalam membuat perjanjian kawin, 

akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami Istri setelah 

dilangsungkannya perkawinan. 

Dari hasil penelitian,diketahui bahwa alasan yang diajukan oleh calon suami 

istri pada saat membuat perjanjian kawin adalah alasan yang bersifat 

individualistik,adanya pergeseran sistem nilai serta pandangan suami dan istri 

terhadap harta kekayaan perkawinan. Di sisi lain isi perjanjian kawin yang dibuat 

adalah mengenai pemisahan harta kekayaan,sedangkan materi lain diluar harta 

kekayaan perkawinan jarang terjadi. 

 

Kata Kunci:  Perjanjian kawin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. 

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan 

menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan 

juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik 

sebelum,selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. 

Di dalam Kepustakaan perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad, 

yang menghalalkan pergaulan dan membatasi baik hak dan kewajiban serta tolong 

menolong, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan 

muhrim.  

1. Perkawinan menurut istilah keagamaan disebut nikah yaitu: melakukan 

akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki 

dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang 

diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara rahmat Tuhan 

Yang Maha Esa.1 

2. Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi adat 

setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, 

seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam 

                                                           
1 Maritaman Prodjohamidjojo, 2004, Ilmu Perundang-undangan, PT. Indonesia, Jakarta, 

2004, hlm. 1 
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pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak 

aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara 

melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, 

membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan 

kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.  

3. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, bangsa Indonesia sudah mengenal pemberlakuan hukum 

secara plural yang diterapkan berdasarkan golongan penduduk. Perjanjian 

kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan : 

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 

disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya 

berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan. 

c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Setiap calon suami atau calon istri 

dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau 

hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau 

sama sekali tidak ada campuran harta benda, sehingga masing-masing 

mempunyai harta bendanya sendiri, menurut Pasal 119 Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata apabila oleh calon suami atau calon istri sebelum 

perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin yang mengatur 

persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta istri dan suami maka 

mengakibatkan terjadi pencampuran persatuan bulat harta kekayaan 

perkawinan. Pencampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa, 

maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan. 

Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon 

suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan 

kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya 

dengan perjanjian pada , hal 182 umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan 

kebebasan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak 

melanggar ketertiban umum. Dasar hukum dari keadaan tersebut di atas, dapat 

dilihat dari bunyi Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata isinya sebagai berikut:  

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai 

berikut: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali 
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selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 

oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”. 

Perjanjian kawin yang dilakukan oleh calon suami istri semacam ini 

biasanya berisi mengenai janji tentang harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung. Masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh 

atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian2. 

Dari keadaan tersebut di atas membawa dampak terhadap pasangan suami 

istri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan yaitu pertama, jika terjadi 

pemberian hibah atau testamen dari orang tua kepada suami atau istri dengan 

maksud agar tidak di masukan dalam pencampuran harta bersama selama 

perkawinan mereka. Kedua,melindungi perekonomian keluarga. Jika bisnis suami 

atau istri hancur, maka bisnis si istri atau suami tak perlu ikutan jadi korban 

sehingga masih ada modal untuk membiayai pendidikan anak serta menata ulang 

kehidupan. Ketiga, sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian 

lebih besar. Terutama kepada pihak suami atau istri yang bekerja dalam jabatannya 

sebagai direktur suatu perseroan terbatas yang mempunyai utang kepada pihak bank 

sehingga apabila terjadi kesalahan atau kelalaian maka hanya harta pribadi suami 

atau harta pribadi istri dapat ditagih pelunasannya. Pada mulanya keberadaan 

perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, 

karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami istri 

dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan 

                                                           
2 Ahmad Azhar Basyir, 2000. Hukum Perkawinan Islam, UII Pres, Yogyakarta, hlm.1 
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dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya. Akan tetapi dalam perkembangan 

selanjutnya tidak mustahil suatu kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu 

mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan 

menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya perkembangan baru 

akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik yang kemudian 

mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara 

materi pada saat memasuki jenjang perkawinan Salah satu yang kemudian menarik 

perhatian kita adalah mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah dilangsungkan 

perkawinan, sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh. 

Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa 

pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan 

dilangsungkan dengan dasar Penetapan Hal ini menimbulkan berbagai persoalan 

dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap 

pihak ketiga. Oleh karena itu penulisan mengambil judul: “TINJAUAN YURIDIS 

MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH 

DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah dasar pertimbangan yang dipakai calon suam-istri dalam membuat 

perjanjian perkawinan? 

2. Bagaimanakah akibat hukum dari perjanjian kawin yang dibuat setelah 

dilangsungkannya perkawinan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu: 

1. Untuk mengetahui tinjauan pustaka mengenai perjanjian kawin. 

2. Untuk mengetahui pembagian harta istri yang meninggal terhadap suami 

dan anak di dalam suatu perkawinan. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut,maka batasan pengertian 

dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan Yuridis,3 pengertian Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan 

cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari,dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata 

Yuridis bersal dari Yuridisch yang berarti menurut hukum atau segi hukum. 

Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, 

memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi 

hukum. 

2. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi 

yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu 

perantara dalam budaya yang meresmikan hubungan antar pribadi yang 

biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan 

                                                           
3 http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%201112018212H.pdf diakses pada 

1 Oktober 2020 pukul 17.20 

http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%201112018212H.pdf
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dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud 

untuk membentuk keluarga. 

3. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu 

pihak berjanji kepada seorang pihak lain atau di mana dua orang atau dua 

pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). 

4. Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah 

perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau 

pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat 

perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.5 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu 

penelitian, demikian pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian 

adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran 

melalui langkah-langkah yang sistematis5. Langkah-langkah yang di tempuh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum 

yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu: penelitian normatif, 

yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 

 

                                                           
       5 H.A.Damanhuri,Op.Cit,hlm.7. 

5 Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 

2009, hlm.38 
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2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang 

terdapat dalam kepustakaan,yang berupa peraturan perundang-undangan yang 

terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lainnya. 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh 

dari pustaka,antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authorotatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang           

Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya 

dari kalangan hukum,dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, 

bahan dari internet, dan seterusnya. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri 

sumber-sumber kepustakaan, seperti: literatur, hasil penelitian serta 

mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya 

yang akan dibahas,buku-buku ilmiah,surat kabar, perundang-undangan, serta 

dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, 

baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya: menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang 

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman 

hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan 

berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni 

penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang 

dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan 

pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab 

permasalahan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan proposal skripsi ini akan disusun secara keseluruhan 

dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan pembukaan atau latar belakang skripsi ini 

dibuat yang terdiri dari: latar belakang rumusan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai 

landasan teoritis untuk mengkaji dan analisis masalah dan berisi 

perkembangan data atau informasi, baik secara substansi maupun 

metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN  

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

dilakukan ini berkaitan dengan yang dilakukan ini kesimpulan yang 

dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang 

ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan 

partisipasi terhadap judul yang diangkat. 
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